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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

I pat dan tanggal lahir di Sarko, 04 November 1981,

umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah
Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di i
|
. <abupaten Merangin, Provinsi Jambi,
sebagai Penggugat;

melawan

I < pat dan tanggal lahir di Salatiga, 13 Juli

1972, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kerja
tidak Tetap, pendidikan SLTP, tempat kediaman di

I <-bupaten Merangin, Provinsi Jambi,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2000, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamenang, Kabupaten
Merangin, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan
Buku Akta Nikah Nomor : 78/3/VI1/2000, tertanggal 6 Maret 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di RT. 003, RW. 002, Desa Meranti, Kecamatan
Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sampai tahun
2002, kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di RT.
001, RW. 001, Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten
Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
I ohir di
Meranti 30 April 2002, laki-laki, anak pertama, pendidikan terakhir Sekolah
Menengah Kejuruan dan [
I - di 29 Oktober 2010, perempuan, anak kedua,

pendidikan terakhir Sekolah Dasar, kedua anak tersebut sekarang berada di
bawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada bulan Januari 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak rukun lagi di sebabkan sebagai berikut:

- Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat
sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) bulan sekali;

- Tergugat bersikap emosian setiap harinya bahkan Penggugat pun serba
salah menghadapi sikap Tergugat bahkan kedua anak Penggugat

dengan Tergugat kena imbas sikap Tergugat tersebut;

- Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dekat dengan laki-laki lain

tanpa ada bukti yang jelas;

- Penggugat sering menasihati Tergugat supaya merubah sikap

buruknya, akan tetapi Tergugat malah menjadi emosi;
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4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret
2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat
dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat
kembali bertengkar perihal Tergugat membaca pesan masuk akun facebook
Penggugat di telepon milik Penggugat dari laki-laki yang tidak dikenal,
kemudian Penggugat berusaha menjelaskan bahwa itu tidaklah benar,
namun Tergugat tetap emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran
tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan
Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat
Penggugat seperti yang tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah
tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Ilahir
serta Tergugat juga tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama
itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan
kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu)
tahun;

6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan
Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Pengugat merasa sudah tidak sanggup
lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan
perceraian adalah jalan yang terbaik;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telahp cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Bangko cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat | EGCNGE
) t<hacap Penggugat (I

3. Menetapkan biaya perkara ini  sesuai  dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
Subsider
Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan
putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang
lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh
suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak
hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi
yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat
yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar
keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Purwanto bin Mitro Suwarno dengan
Marsini binti Daliman, Nomor 78/3/V1/2000, yang aslinya dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang,
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 06 Maret 2024. Bukti surat
tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya,
bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi

tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P;
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Bukti Saksi

1. . U 69 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di |
I Dibavah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa I

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah
kontrakan di Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten
Merangin;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat sejak tahun 2021;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
terjadi karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat.
Selaini itu Tergugat juga pencemburu dan sering berkata kasar kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
sedang bertengkar pada saat saksi sedang berkunjung ke tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua tahun
yang lalu, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena
sudah tidak tahan untuk tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa setelah berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara
Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat
dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. I . 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di || GcGcINININGNGE.
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B Dibavah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi [ NG

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah
kontrakan di Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten
Merangin;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat sejak tahun 2021;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
terjadi karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat.
Selaini itu Tergugat juga pencemburu dan sering berkata kasar kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
sedang bertengkar pada saat saksi sedang berkunjung ke tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua tahun
yang lalu, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena
sudah tidak tahan untuk tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa setelah berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara
Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat
dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak
akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan
bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokonya tetap
dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang
berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang
dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk
menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal
145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan
patut dan pihak Penggugat in person datang menghadap di persidangan
sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai
wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya
Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa
dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat
(1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo
tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap
litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap
mempertahankan isi gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada
pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dengan
Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan
demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukumnya, Tergugat telah
dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara
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ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat
beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena
adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah,
juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan
dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi
keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan
bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua)
orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi akta autentik,
yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai
cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata
sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1)
dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang
Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti
tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi
syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah),
maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri
yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan
Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
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Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh
karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni keduanya merupakan
orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka
persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi
tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni
sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat

diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan
keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan
telah dikaruniai 2 orang anak;

2. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak cukup dalam
memberikan nafkah untuk keluarga, bersikap kasar dan sering emosional
serta cemburu tanpa alasan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret
2022 sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak
berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat
untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan
tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: “Suami istri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
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Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat
tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Tergugat / Penggugat melakukan KDRT, sebagaimana hasil rumusan hukum
Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat adanya perselisihan dan
pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret 2022 hingga
sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah
pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil,
terlebih-lebih Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat,
yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk
merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,
sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga
seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya
masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang
dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan suami isteri
in casu Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan
Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan
mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai,
diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat,
padahal sesuai kaidah figh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis
Hakim dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:
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@L«,a.o.” ul:- ul.c ‘OJ.B.A ML&.AJ‘;).)
Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;

dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi
unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.
Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan
Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai,
sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan
Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba’in shughra sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan
Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan
yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
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MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat || GcINEGIGINGNGNNENE
terhadap Penggugat I ENGcGcccGcG_GN

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bangko pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Elmishbah Ase, S.H.l sebagai
Ketua Majelis, Dra. Hj. Ermiwati B dan Muhammad Aulia Ramdan Daenuri,
S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Romi Herusman Saputra,
S.H.l., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.
Ketua Majelis,
Elmishbah Ase, S.H.I
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Dra. Hj. Ermiwati B Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Romi Herusman Saputra, S.H.l., M.H.
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Perincian biaya :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 525.000,00
- PNBP Panggilan Pertama 'Rp 20.000,00

- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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